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Mengingat

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR : it TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR
NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,

PENGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

bahwa dalam upaya lebih meningkatian peryelenggaraan tugas-lugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta
bertibh  administrasl pengelolaan Keuangan Daerah, maka periu
diadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
3011 tentang Perjalanan Dinas Dalam MegerifLuar MNegeri bagi
BUpati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Meger Sipi
dan Pegawai Tldak Tetap, untuk menyesualkan dengan dinamika yang
berkembang dalam pelaksanaannya;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud pada huruf
a periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan  Atas
Peraturan Bupati Minghasa Selatan Momor 2 Tahun 2011 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Megeri/Luar Neger bagl Bupati/Wakil Bupati,
Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawal Neger Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1335 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersin dan bebas dari Korupsi, Kolusl, dan Nepotisme;
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomar 75
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-...



. Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2003  tentang Pembentukan
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kata Tomohon di Propinsi Sulawes]
tara (Lembaran Megara Republik. Indonesia Tahun 2003 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara;
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4355);

. Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbethkan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);

. Undang-Undang Momor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggung jawab Keuangan MNegara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 004 Momor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4400);

. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tenmtang Sistim Perencanaan
Pembangunaan Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
3004 Momor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla
Nomor 4421

. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagalmana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia MNomor
4844);

. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kewangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran MNegara Republlk Indanesla Momor 4438

10.Peraturan...
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Pergturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Poraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576];
Pergturan Pemerintah Memor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolzan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Pergturan Pemerintah Momor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Peryusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran
Negara Republlk Indonesia Momor 150, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomar 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keusngan dan Kinerja Instans| Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesla Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Menteri Dalam Megerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Persturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 tabun 2007
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam MNegeri nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menterl Dalam Megeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 37 tentang Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
Peraturan Bupati Momor 2 Tahun 2011 tentang tentang Perjalanan
Dinas Dalam MegerifLuar Negerl bagi Bupati/walkil Bupati,
Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Megerd Sipi dan Pegawal Tidak
Tetap.

MEMUTUSKAN...



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

PASALL

Mengubah beberapa ketentuan serta Larmpiran Dalam Peraturan Bupati
Minahasa Selatan Momor 2 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Meger/Luar Negerl Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD,
Pegawal Megeri Sipl dan Pegawal Tidak Tetap, sebagal berikuk:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat
(4) ditambah dengan ayat (3A), ayat (3B), ayat (3C), dan ayat (3D],
sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

(1) Biaya Perfalanan Dinas terdiri dar :
biaya transport;
biaya penginapan;
e.  uang haran yang meliputi uang makan, uang saku dan
transport lokal,

(2) Besarnya satuan biaya transport berdasarkan biaya yang nyata
(af cost) sebagaimana tercantum dalam tiket termasulk biaya
jasa pelayanan penumpang pesawat udara {airport tax).

(3) Blaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

a. Tingkat A:
- Al: Bupati;
_ AZ2: Wakil Bupat! Ketua DPRD;
- A3 Sekretaris Daerah dan Para Wakil Ketua DPRD;
b, Tingkat B Untuk Pejabat Eselon 11b dan Anggota DFRD;
c.Tingkat...



¢ Tingkat C untuk Pejabat Eselon II1/Golongan Iv;
d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon Iv/Golongan I1L;
g, Tingkat E untuk PNS Gol, 111 dan FTT.

(3A) Biaya transport dalam rangka Perjalanan Dinas di atas 6 (enam)
jam dibayarkan berdasarkan blaya yang nyata {(at cost).

(3B} Blaya penginapan dan uang karian Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberlkan berdasarkan tingkat Perjalanan

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan

sehagai berikuk

a. Biaya Penginapan dan Uang Harian, sehagaimana tercantum
pada Lampiran I;

b. Fastitas Transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran
II.

(3C) Biaya angkutan (darat, laut dan udara) merupakan tarif perjalanan
dari Kantor menujy terminal, pelabuban dan Bandar Udara
maupun sebalknya dihitung 1 {satu) kali perjalanan sebesar
Rp. 300.000.-

(30} Untuk Perjalanan Dinas di dalam Kabupaten Minahasa Selatan
hanya mendapatkan Uang Harian sebagaimana terlampir dalam
lajur 3 Lampiran I Peraturan ini.

(4) Biaya Penginapan dan Uang Harian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibayarkan secara lympsum sesuai dengan jumlah harl
berdasarkan  tanggal tiba dan tanggal berangkat dalam dket
perjalanan, dengan tidak melebihi jumniah hari dalam ST dan SPPD;
kecuali Perjalanan Dinas Tertentu dan/atau Kejadian Luar Blasa
( force majewr).

3. Ketentuan Lampiran [ dan Lampiran 1T disbah tnenjadi:
a. Lampiran I : STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN DAN UANG
HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI,

b. Lampiran II ; FASILITAS TRANSPORT,
sehingga Lampiran 1 dan lampiran IE berbunyi sebagaimana terlampir

dalam Lampiran 1 dan Lampiran II Peraturan Bupat! ini.

PASAL IT...



PASAL II

Peraturan Bupat inl mutal berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Darah
Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di @ Amurang
Pada tanggal 18 Apeil 2011

BUPATI MINAHASA SELATAN,

U

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan : di Amurang
Pada tanggal ; 18 Aprik 2011

Drs. M. C FAN, MS5i
UTAMA MUDA
1008 198212 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR..



. PERATLEZAN GLUPATL HINAHASA SFLATAN

HOMOR 10 TARHUW 206
STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN DAN UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
| e U N ' =
A |
! T 5 e | TINGKAT B | TINGKAT C HHEHA; D | TINGKAT E KETERANGAN
{Rp.) (Rp.) (Rp. (Rp.)
| NO. URAIAN _ {Rp.) [HP"} d {RP'] 3 . :
HARGA HARGA HARGA | HARGA PER | HARGA PER | HARGA PER | HARGA PER
PER HARI | PER HARI | PER HARI HARE = HARI HARI HART |
__ __(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp-} (Rp.) (Rp.) -
e - Bholis AngkLen ol
' DILUAR PROY. SULAWES! UTARA 6,524,000 4,950,000 4,100,000 2,750,000 1,800,000 1,300,000 B50,000 S ind
1. | Beriaku
: . ] . Provineiabupatenitiota se-
a Biaya Penginapen 4,525 00 2,700,000 2225000 1,500,000 1.153,000 800,000 B00,000
b. Lang Harlan 2500, 2,250,000 1,875,000 1,250,000 750,000 500,000 250,000 et EII.IJLH
DI LUAR KAE. MINAHASA SELATAN | 1,300,000 1.000.000 800,000 00000 500,000 00,000 ¥0.000 Benaku i - selurah
3 | Kabu sa-Proirsi
| a. Biaya Pengiapan TE0.000 550,000 450000 R 275,000 250,000 200,000 Sulawesi Uara di war Kab.
b. ang Harian 550,000 450000 280,000 235,000 225,000 150,000 400000 Minshasa Selsten.
| DIDALAM KAB. MINBHASA SELATEH N
(D LIJAR KOTA AMUIRANG) Berlaky di Wigysh #zbipaten
L (e 50,000 450000 150,000 490,000 20,000 735,000 10,000 ’;L'?:'ﬁgzgl“" heguall datam
[ CALAM KOTA AWUJRANG i B
! Liang Harian 960 K] 20000 150,000 45E 000 1 0. 000 76000 50.000

BUPATI, MINAHASA SELATAN,

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU




LAMPIRAN Ti : PERATURAN BUPATT MINAHASA SELATAM

NOMOR @ 10 TAHUN 2011
FASILITAS TRANSPORT
- el | TINGKAT :::_;mu | B | MODA TRANSPORTAST
FESM_'I}T UDARA KAPAL LAUT HERETA AFIII!-I:E LA.II'IH"I"._IL

_1.- Bupat Ly Blsnis | VIPjKelas T A Spedal | Eksekutf | Sesuai F.E'I;'ﬂtﬂﬂﬂ
2. | Ketus DPRD dan Wkl Bupati 2 Bisniis T VIP/ Klas1A | Special / EXsekutit | Sesual Kenyataan
3. - Wakil Ketua DPRD dan SEhret&;Damh = a3 - El_snls i il VIP [ Kelas T A Special [ Ek:sekuufl- Sesuai HEI“!';I'H‘I;E-H_
4. | EselonIIb dan Anggota DPRD B Bxonomi | Kelas TTA Eksskutf | Sesual Kenyataan
5 .Esaur: ﬁI J Golongan IV . £ Ekonomi Kelas A | Eks=kutif Sesu@i b{en-,ra.fa.an_
[ ' Eselon IV } Gotongan I o Ekunu;ni - Kelas T1 A Eksekutif Sesvgi ﬁeny;;
7 .Esell:-n W | Golongan Id;n H{ Pegawa' ﬁdakTeEp E Ekorioi | "F.elas A | Eksekutif | Sesuai KEl:lvElEan_

BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGEMIA PARUNTU



